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Abstract
Silfovishery is a fishery farming model that maintains the natural habitat of mangrove forests as a living medium for biota. The Indragiri Hilir Regency Government through the Fisheries Service in the 2018 budget year conducted a feasibility study of crab farming using the silvofishery method. In addition, Indragiri Hilir Regency is also very enthusiastic in carrying out the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals. this study is a desk review of planning cultivation activities with silvofishry and the achievement of the Sustainable Development Goals. The implementation of aquaculture with silvofishery models can support the achievement of SDGs in the Environmental Pillar (5 indicators), Social (2 indicators) and Economy (1 indicator).
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Abstrak
Silfovishery adalah model budidaya perikanan yang mempertahankan habitat alami hutan mangrove sebagai media hidup biota. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perikanan pada tahun anggaran 2018 melakukan studi kelayakan budidaya kepiting dengan metode silvofishery. Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir juga sangat antusias dalam melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai amanah Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. kajian ini adalah kajian desk review terhadap perencanaan aktivitas budidaya dengan silvofishry dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implementasi budidaya perikanan dengan model silvofishery dapat mendukung pencapaian TPB pada Pilar Lingkungan (5 indikator), Sosial (2 indikator) dan Ekonomi (1 indikator).
Kata kunci:Silvofishery, TPB, Mangrove,
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1. PENDAHULUAN
Silvofishery merupakan bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang rendah, melalui pendekatan terintegritasi sehingga dalam pemanfaatan ekosistem Mangrove dapat tetap mempertahankan keutuhan dan kelestarian kawasan magrove itu sendiri. Pemanfaatan kawasan Mangrove untuk Silvofishery memungkinkan fungsi kawasan Mangrove untuk konservasi 80% dan 20% untuk budidaya yang ramah lingkungan. Silfovishery dapat mengurangi dampak buruk ekologis terhadap ekosistem Mangrove.
Penerapan Silvofishery dilakukan dengan mengintegritaskan sistem budidaya air payau pada area hutan Mangrove. Biota yang dibudidayakan umumnya Kepiting Bakau (Scylla Serrata), namun dapat dikombinasikan dengan ikan. Sebelum penerapan teknologi Silvofishery disuatu kawasan, maka dibutuhkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari berbagai studi. Untuk tahap awal sangat dibutuhkan informasi yang berkaitan dengan kesesuaian lahan.
Pada akhir September 2015 di tingkat global yang bertempat Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Guna merealisasikan kesepakatan yang dicanangkan pada akhir September 2015 tersebut pemerintah Republik Indonesia menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [1]. 
Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui dinas Perikanan pada tahun anggaran 2018 melakukan studi kelayakan budidaya kepiting dengan metode silvofishery. Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir juga sangat antusias dalam melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai amanah Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. kajian ini adalah kajian desk review terhadap perencanaan aktivitas budidaya dengan silvofishry dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [2].

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Silvofishery 
Definisi dari Silvofishery atau Wanamina adalah suatu pola agroforestri yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutan Mangrove. Petani dapat memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping itu ada kewajiban untuk memelihara hutan Mangrove. Jadi prinsip silvofishery adalah perlindungan tanaman Mangrove dengan memberikan hasil dari sektor perikanan. Sistem ini mampu menambah pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan Mangrove. Silvofishery yang telah dikembangkan selama ini menggunakan jenis Rhyzophora sp.
Silvofishery Pengelolaan terpadu Mangrove-tambak diwujudkan dalam bentuk sistem budidaya perikanan yang memasukkan pohon Mangrove sebagai bagian dari sistem budidaya yang dikenal dengan sebutan wanamina (silvofishery). Silvofishery pada dasarnya ialah perlindungan terhadap kawasan Mangrove dengan cara membuat tambak yang berbentuk saluran yang keduanya mampu bersimbiosis sehingga diperoleh kuntungan ekologis dan ekonomis (mendatangkan penghasilan tambahan dari hasil pemeliharaan ikan di tambak. Pemanfaatan Mangrove untuk silvofishery saat ini mengalami perkembangan yang pesat, karena system ini telah terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan nelayan secara ekonomis. Fungsi Mangrove sebagai nursery ground sering dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan perikanan (sivofishery). Keuntungan ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain memperoleh hasil perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah, karena tanpa harus memberikan makanan setiap hari. Hal ini disebabkan karena produksi fitoplankton sebagai energi utama perairan telah mampu memenuhi sebagai energi utama perairan telah mampu memenuhi kebutuhan perikanan tersebut. Oleh karena itu keberhasilan silvofishery sangat ditentukan oleh produktivitas fitoplankton. Secara umum terdapat tiga model tambak wanamina, yaitu; model empang parit, komplangan, dan jalur. Selain itu terdapat pula tambak sistem tanggul yang berkembang di masyarakat.
 
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tanpa Kemiskinan 
2. Tanpa Kelaparan 
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 
4. Pendidikan Berkualitas 
5. Kesetaraan Gender 
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 
7. Energi Bersih dan Terjangkau 
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 
9. Industri, Inovasi dan Infrasruktur 
10. Berkurangnya Kesenjangan 
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan 
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 
13. Penanganan Perubahan Iklim 
14. Ekosistem Lautan 
15. Ekosistem Daratan 
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB. 
TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsipprinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.  TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan [5].  Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.
Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat. 

3. METODOLOGI PENELITIAN
Kajian dilakukan dengan metode desk review, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan  data primer yang tertulis antara lain:
1. Laporan Kajian Studi Kelayakan Budidaya Kepiting dengan model Silvofishery di Desa Pulau Cawan [2];
2. Dokumen Metadata TPB [3]. 
3. Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [4];
4. Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman KLHS RPJMD [5];
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisa, diperoleh 8 indikator TPB yang pencapaiannya dapat didukungn oleh budidaya dengan silvofishery adalah sebagai berikut:

Indikator 
2.3.1*Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Yang disebut pertanian yang diukur adalah secara luas yaitu termasuk pertanian pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan budi daya, perikanan tangkap, peternakan.
Indikator:
2.5.1* Jumlah Varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan SK Menteri Pertanian. Varietas unggul baru yang dilepas harus memiliki kelebihan dari varietas unggul sebelumnya, paling tidak dalam hal hasil per hektar, ketahananan terhadap organisme pengganggu tanaman, dan cekaman iklim. Varietas unggul yang sudah dikembangkan dari tanaman yaitu tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan. 
Hasil varietas unggul disimpan pada Bank Gen Balai Besar Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik dan Balai-Balai Penelitian Komoditas Lingkup Balitbang Kementan Bibit unggul adalah bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot, kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur.
Dengan varietas unggul produksi pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit dan cekaman iklim Karena varietas unggul dan benih induknya tersimpan dengan baik dalam Bank Gen, sehingga proses penciptaan varietas unggul dapat dilaksanakan secara terus menerus untuk merespon perubahan lingkungan dan iklim. Dengan adanya Bank Gen Indonesia mampu melakukan pertukaran sumber daya genetik pangan dengan lembaga penelitian international (IRRI untuk padi dan CYMMIT untuk jagung). Dalam konteks ini varietas unggul yang dilepas adalah bibit unggul untuk diaplikasikan di lapangan.

Indikator 
8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.
Budidaya sektor perikanan menggunakan model silvofishery dapat mendukungn peningkatan pencapaian indicator ini. Manfaat dari indikator 8.3.1(b) yaitu melihat proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal di sektor pertanian sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi (secure).

Indikator
14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara Berkelanjutan
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, perairan Indragiri Hilir termasuk dalam WPP-RI nomor 571 yang meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman. Indicator ini bermanfaat untuk Mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

Indikator
14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil
Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional. Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Tradisional sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).
Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). (UU Nomor 7 Tahun 2016).
Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.
Indicator ini bermanfaat ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencaharianya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Indikator
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).
Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan merupakan bagian dari pemberdayaan nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.
Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.
Indicator ini bermanfaat untuk Memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Indikator
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.
Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam). Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
Indicator ini bermanfaat untuk memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Indikator
15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.
Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB). Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan (PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA).
Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (PP Nomor 108 Tahun 2015).
Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU Nomor 41 Tahun 1999). Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan
menjadi pulih kembali.
Saat ini  hutan mangrove di Desa Pulau Cawan sebagian telah dirambah kayunya untuk dijadikan bahan bangunan. Dengan diimplementasikannya budidaya dengan Silvofishery akan menuntut pelestarian hutan agar budidaya dapat berjalan.

5.	KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi budidaya perikanan dengan model silvofishery dapat mendukung pencapaian TPB pada Pilar Lingkungan (5 indikator), Sosial (2 indikator) dan Ekonomi (1 indikator) . Pilar lingkungan terdapat pada tujuan 14 tengan ekosistem lautan dan tujuan 15 ekosistem daratan. Pada pilar sosial mendukung capaian tujuan 2 tentang mengakhiri segala bentuk kelaparan dan pada pilar ekonomi mendukung pencapaian tujuan 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.
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